PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
REPUBLI K | NDONESI A ( PERPU)
NOMOR 4 TAHUN 1963 (4/1963)
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG- UNDANG NO 36 TAHUN 1953 TENTANG
BANK TABUNGAN PCS ( LEVMBARAN NEGARA TAHUN 1953 NO 86)

Presi den Republik | ndonesia,

Meni nbang:

a. bahwa berhubung dengan adanya Keputusan Presiden Republik
I ndonesia No. 94 tahun 1962 tentang regroupi ng Kabinet Kerj a,
Bank Tabungan Pos yang selama ini termasuk bidang D stri busi
di bawah kekuasaan Ment er i Per hubungan Dar at , Pos,
Tel ekonmuni kasi dan Pariwisata perlu dipindahkan kebi dang
Keuangan di bawah kekuasaan Menteri Wusan Bank Sentral

b. bahwa berhubung dengan pem ndahan tersebut diatas perlu
di t et apkan beber apa perubahan dal am Undang- undang No. 36 tahun
1953 tentang Bank Tabungan Pos;

C. bahwa karena keadaan nendesak hal ini perllu ditetapkan dengan
Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang;

Mengi ngat :

1. Pasal 22 Undang- undang Dasar;

2. Undang- undang No. 36 tahun 1953 (Lenbaran-Negara tahun 1953
No. 86);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 94 tahun 1962
tentang regroupi ng Kabi net Kerj a;

4. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lenbaran-Negara tahun
1960 No. 31);

Menut uskan:
Menet apkan:

Per at uran Penerintah Pengganti Undang-undang tentang Peraturan dan
Tanbahan Undang-undang No. 36 tahun 1953 tentang Bank Tabungan Pos
(Lenbar an- Negara tahun 1953 No. 86).

Pasal 1

Kat a- kata tersebut di bawah ini yang terdapat di dal am Undang- undang

No. 36 tahun 1953 tentang Bank Tabungan Pos (Lenbaran-Negara tahun

1953 No. 86) dan peraturan-peraturan pelaksanaannya harus dibaca

sebagai berikut :

1. "Bank Tabungan Pos" harus di baca "Bank Tabungan Negara"

2. “"Menteri  Perhubungan" harus dibaca "Menteri Urusan Bank
Sentral " kecuali dalam pasal 18 ayat (2) Undang-undang Bank
Tabungan Pos.

3. "Dewan Pengawas" dan "Ketua Dewan Pengawas" harus dibaca
"D reksi Bank | ndonesia".

Pasal 11

Pasal 3 Undang-undang termaksud pada pasal | seluruhnya harus



di baca :
"Pasal 3. Tentang pengawasan atas penguasaan. Penguasaan Bank
Tabungan Negara ada di bawah pengawasan D reksi Bank | ndonesi a".

Pasal |11

Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini mul ai berl aku pada
hari ditetapkan dan nenpunyai daya surut sanpai tanggal 1 Januari
1963.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya nenerintahkan
pengundangan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini
dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a Republ i k | ndonesi a.

Dt etapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 1963
Pej abat Presiden Republik Indonesia,

ttd.
DJUANDA

D undangkan di Jakarta

pada tanggal 21 Juni 1963

Sekretaris Negar a,

ttd.
A W SURJQADI NI NGRAT S. H.
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG No. 4 TAHUN 1963
t ent ang

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG- UNDANG
No. 36 TAHUN 1953 TENTANG BANK TABUNGAN POS
(Lenbar an- Negar a tahun 1953 No. 86)

UMUM

Bank Tabungan Pos, sebagai nana di atur dal am Undang- undang No.
36 tahun 1953, selama ini berada dibawah kekuasaan Menteri
Per hubungan Darat, Pos, Tel ekonmuni kasi dan Pariw sata yang nenur ut
Keputusan Presiden No. 94 tahun 1962 tentang regrouping Kabinet
Kerja termasuk bidang Distribusi.

Mengi ngat fungsi Bank Tabungan Pos sebagai suatu I enbaga
keuangan yang kegi atan-kegi atannya nenpunyai pengaruh di bi dang
noneter, mnmaka lebih tepatlah jika Bank Tabungan Pos di masukkan
kedal am bi dang Keuangan di bawah kekuasaan Menteri W usan Bank
Sentral .

Ber hubung dengan itu maka di pandang perlu untuk nem ndahkan
Bank Tabungan Pos dari bidang D stribusi di bawah kekuasaan Menteri
Per hubungan Darat; Pos, Tel ekomuni kasi dan Pariw sata kedal am
bi dang Keuangan di bawah Menteri Urusan Bank Sentral .

Untuk itu perlu diadakan perubahan dal am Undang-undang No. 36



tahun 1953 tentang Bank Tabungan Pos (Lenbaran-Negara tahun 1953
No. 86).

Untuk senmentara waktu dianggap cukup nengadakan perubahan
dal am Undang-undang tersebut guna nel aksanakan pem ndahan Bank
Tabungan Pos itu kedal am bi dang Keuangan di bawah penguasaan Menteri
Urusan Bank Sentral, dan guna nenyesuai kan namanya dengan keadaan
baru, yaitu nmenjadi Bank Tabungan Negara, saja.

Adapun perubahan Undang-undang No. 36 tahun 1953 ternaksud
di atas tidak akan nenghenti kan hubungan kerjasama yang sel ama i ni
ada antara Menteri Perhubungan Darat Pos, Tel ekonunikasi dan
Pariwi sata c.q. Jawatan P.T.T. dengan Bank Tabungan Pos dulu atau
Bank Tabungan Negara baru, antara lain dalam penyel enggaraan
admnistratif dari kegi at an-kegi atan Bank tersebut.

A eh karena keadaan nendesak neka segala sesuatu tersebut
di atas di atur dengan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang.

PASAL DEM PASAL

Pasal |
Cukup j el as.

Pasal 11

Dewan Pengawas tidak perlu lagi karena pengawasan dilakukan ol eh
D reksi Bank | ndonesi a.

Pasal 111

Unt uk kepentingan anggaran pendapatan dan bel anja maka pem ndahan
Bank Tabungan Pos ke Bi dang Keuangan di bawah kekuasaan Menteri
Urusan Bank sentral sebaiknya dinmulai pada tanggal 1 Januari
1963, sesuai dengan di nul ai nya tahun anggaran baru.
Ter masuk dal am Lenbar an- Negara tahun 1963 No. 62

D ket ahui
Menteri/Pd, Sekretaris Negara,

A W SURJQADI NI NGRAT S. H
CATATAN

Kut i pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAVBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963
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